BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 3% TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa untuk ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan
kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat
bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi
persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan
sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria, perlu
adanya sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis di Kabupaten Boyolali;

b. bahwa sistem Kklasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan
kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip
dinamis dan guna mendukung implementasi sistem
informasi kearsipan dinamis terintegrasi;

c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan
arsip dinamis yang efektif dan efisien, maka perlu
mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

3. Undang-Undang...
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Menetapkan

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
Bupati adalah Bupati Boyolali.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.
Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip
Dinamis.

8. Klasifikasi...



10.

11.

(1)

(2)
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Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori
kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan
mengelompokannya.

Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan
sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan
pemanfaatan Arsip.

Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja
yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan
hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

a. memberikan pedoman kepada Pencipta Arsip
mengenai Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip
Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. memberikan petunjuk kepada Pencipta Arsip agar
dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan
akses terhadap Klasifikasi informasi Arsip yang telah
ditetapkan;

c. memotivasi Pencipta Arsip agar memberkaskan Arsip
Dinamis secara tertib disertai dengan daftar arsipnya;
dan

d. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah
dalam memberikan layanan penggunaan Arsip
Dinamis.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan layanan Arsip secara cepat, tepat, dan
aman;

b. melindungi fisik dan informasi Arsip Dinamis dari
kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan
ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas,
otentisitas, dan reliabilitas Arsip tetap dapat
terpenuhi; dan

c. mengatur Akses Arsip Dinamis yang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga
dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh
pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan
kepentingan yvang tidak sah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.
b.
c.

sistem Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Klasifikasi Akses Arsip Dinamis; dan
unit pengolah.

BAB II...



BAB II
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 4

(1) Sistem Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis
yang tercipta pada instansi Pencipta Arsip dapat
diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat informasi
yaitu:

a. sangat rahasia;
b. rahasia;

c. terbatas; dan
d. biasa/terbuka.

(2) Sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a yaitu Klasifikasi informasi dari Arsip yang
memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak
vang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan keselamatan bangsa.

(3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yaitu Klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan
negara, sumber daya nasional, Kketertiban umum,
termasuk dampak ekonomi makro, apabila informasi
vang terdapat dalam Arsip bersifat sensitif bagi
lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang
serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif,
hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan
reputasi.

(4) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yaitu Klasifikasi informasi yang apabila diketahui oleh
pihak vyang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga
pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan.

(5) Biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d yaitu Klasifikasi informasi yang apabila dibuka
untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap
keamanan negara.

Pasal 5
Klasifikasi keamanan Akses Arsip Dinamis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan:
a. ketentuan hukum;

b. analisis fungsi unit kerja dan wuraian jabatan (job
description); dan
c. analisis risiko.

Pasal 6

Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB III...
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BAB III
KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 7

Hak Akses Arsip Dinamis menjadi kewenangan pejabat di
lingkungan Pencipta Arsip Perangkat Daerah.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.
b.

pejabat eselon II;

pejabat eselon Ill/administrator/jabatan yang setara
dengan eselon III; dan

. pejabat eselon [V/pengawas/jabatan yang setara
dengan eselon IV.

Pasal 8

Arsip Dinamis Pemerintah Daerah dapat diakses oleh
Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.

Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yakni sebagai berikut:

a.

penentu Kkebijakan yang mempunyai kewenangan

untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di

bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. pimpinan tingkat tertinggi yaitu Bupati/kepala
instansi  Pencipta Arsip yang mempunyai
kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang
berada di bawah kewenangannya;

2. Pimpinan tingkat tinggi yaitu sekretaris/kepala
bidang yang mempunyai kewenangan untuk
mengakses Arsip di bawah kewenangannya,
namun tidak diberikan hak akses untuk informasi
yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan
satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya,
kecuali telah mendapatkan izin; dan

3. Pimpinan tingkat menengah yaitu kepala
subbidang/sub koordinator yang mempunyai
kewenangan untuk mengakses Arsip di bawah
kewenangannya, namun tidak diberikan hak
akses untuk informasi yang terdapat pada
pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat
tinggi, dan satu tingkat di luar unit kerjanya,
kecuali telah mendapatkan izin.

pelaksana kebijakan  yaitu staf, fungsional
umum/fungsional tertentu, dan/atau pelaksana yang
mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh
Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan
tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak
akses dengan Arsip dengan tingkat klasifikasi sangat
rahasia, rahasia, dan terbatas yang terdapat pada
pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi,
pimpinan tingkat menengah, dan satu tingkat di atas
unit kerjanya kecuali telah mendapat izin; dan

c. pengawas...
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c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

a. publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh
Arsip dengan kategori biasa/terbuka,

b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk
mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan
Pembangunan; dan

c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk
mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait
dengan perkara/proses hukum yang sedang
ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi
penegakan hukum.

BAB IV
UNIT PENGOLAH

Pasal 9

Unit pengolah sebagai unit kerja yang menciptakan Arsip
bertanggung jawab terhadap layanan penggunaan, penjagaan
keselamatan dan keamanan fisik, dan informasi Arsip yang
dikategorikan sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan
biasa/terbuka.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2019 tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2019 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 11...



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 Jum 2023

BUPATI BOYOLALI,
ttd
MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundang di Boyolali
pada tanggal F Jun: 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 2%

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI ININGSIH
Pembina Ting!«:at I
NIP. 19671102 199403 2 009




